
BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisa yang telah dilakukan oleh

penulis, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Upaya penegakan hukum terhadap pengembalian aset Negara setelah

Indonesia meratifikasi KAK 2003, dilakukan dengan tiga cara yaitu sebagai

berikut :

a. Upaya pengembalian aset negara secara penal meliputi pelacakan aset-aset

negara yang diperoleh secara tidak sah, menghentikan perpindahan aset-

aset melalui mekanisme pembekuan atau penyitaan, penyitaan terhadap

aset hasil tindak pidana korupsi, serta pengembalian dan penyerahan aset-

aset kepada negara korban.

b. Upaya pengembalian aset negara melalui jalur non penal yaitu melalui jalur

diplomatik atau negosiasi bilateral (plea bargain), dengan penguatan

sistem pencegahan (preventive measures) dan penindakan, melakukan

penguatan terhadap sistem pengembalian, serta segera membentuk suatu

badan atau sistem untuk pengelolaan aset hasil korupsi dan melakukan

reformasi terhadap semua lembaga atau komisi yang berkaitan dengan

penegakan hukum UU PTPK.
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c. Upaya pengembalian aset melalui jalur perdata dilakukan dengan cara

melakukan gugatan perdata antar negara dimana negara korban sebagai

pemggugat.

2. Banyak faktor yang menghambat penegakan hukum nasional (UU PTPK) dan

konvensi PBB anti korupsi, 2003 dalam mewujudkan pengembalian aset

kepada negara, beberapa kendala dalam perwujudannya, yaitu sebagai berikut :

a. Adanya ketentuan dalam KAK 2003 yang tidak ada diatur oleh hukum

nasional Indonesia (UU PTPK),

b. Penggunaan alat bukti oleh aparat penegak hukum Indonesia masih

sederhana dalam mengungkap tindak pidana korupsi, sebagai akibat dari

minimnya kualitas IPTEK Indonesia,

c. Pengertian tentang aset yang secara jelas hingga saat ini belum dapat

didefinisikan baik oleh ahli hukum maupun peraturan perUndang-

Undangan,

d. Belum adanya peraturan yang mengatur secara detail tentang tata cara

penyelidikan, penyidikan, pembekuan, penyitaan dan rentetan hukum acara

lainnya yang melibatkan yurisdiksi Negara lain,

e. Kemampuan aparat penegak hukum Indonesia dan pihak-pihak lainnya

yang terkait dalam penegakan hukum kurang memenuhi capability yang

patut dan layak terhadap pelaksanaan perjanjian kerjasama internasional

seperti MLA, ekstradisi, dan aset recovery,
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f. Kurangnya komitmen pemerintah dalam menangani kasus-kasus yang

menjadi perhatian publik,

g. Adanya ketidakharmonisan antara setiap Undang-Undang yang berlaku di

Indonesia yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi,

h. belum dibentuknya lembaga khusus yang kelak akan mengurusi Aset

Recovery dan manajemen aset.

A. Saran

Beberapa saran yang dapat penulis berikan untuk mengatasi permasalahan

yang muncul adalah sebagai berikut :

1. Setelah Indonesia meratifikasi KAK 2003 hendaknya pemerintah dengan

segera melakukan penyesuaian substansi atau materi yang menjadi tujuan atau

inti pembuatan KAK 2003 oleh negara-negara PBB, agar ketentuan hukum

positif Indonesia mempunyai kekuatan pasti dan jelas dalam penegakannya

atau penerapannya. Upaya pemerintah mencegah dan memberantas korupsi

tidak cukup hanya dengan meratifikasi KAK 2003 sebagai hukum positifnya

tetapi juga harus membuat suatu kebijaksanaan yang mampu memfasilitasi law

enforcement KAK 2003 seperti peangadaan perjanjian ekstaradisi, Mutual

Legal Assistance, aset recovery, pembentukan group working antar lembaga

dan sebagainya. Bilamana pemerintah menyadari arti pentingnya KAK 2003

maka ada baiknya pemerintah mulai mengadakan gebrakan besar-besaran pada
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seluruh aparatur hukumnya mengenai komitmen untuk mengupayakan dan

melaksanakan sistem peradilan (hukum) dengan adil, bersih, jujur dan

senantiasa memiliki perkembangan yang progresif seiring dengan

perkembangan zaman (masyarakat).

2. Setiap permasalahan yang timbul dalam upaya penegakan hukum UU PTPK

dan KAK 2003 diharapkan tidak dijadikan alasan oleh aparatur hukum

Indonesia untuk memfleksibelkan atau melegalkan kesalahan yang telah secara

sengaja dan sadar diperbuat oleh pelaku maupun aparatur penegakan hukum.

Berbagai kendala yang ada sebaiknya segera direspon dan dipelajari oleh

setiap pihak khususnya pemerintah agar bangsa Indonesia tidak semakin

terpuruk dalam kebejatan orang-orang atau suatu golongan yang hanya

mempedulikan perutnya sendiri tanpa menyadari hakekatnya sebagai manusia

yang seharusnya punya moral dan etika hidup dalam bermasyarakat,

berbangsa, dan bernegara. Kini harapan besar masyarakat Indonesia untuk

memperoleh keadilan dari hukum kiranya dapat meneguhkan langkah

pemerintah dan aparat penegak hukum dalam memproses setiap kasus korupsi

yang telah terungkap maupun kasus korupsi yang belum di ketahui, sehingga

cita-cita hukum tidak terhalang oleh alasan-alasan yang dikonstruk oleh elite

politik.
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